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BUPATI JEPARA 
PROVINS! ,JAWA TENGAl:-I 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 55 TAHUN 2018 

TEN TANG 

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP BENDAHARA, 
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA, 

Menimbang a. bahwa setiap kerugian Daerah yang timbul sebagai 
akibat perbuatan melanggar hukum a.tau akibat 
kelalaian yang dilakukan oleh Benda.hara, Aparatur Sipil 
Negara bukan Benda.hara dan pihak Jain harus 
diselesaikan agar kerugian Daerah dapat dipulihkan; 

b. bahwa dalam rangka kelancaran pemulihan kerugian 
Daerah agar dapat berjalan dcngan efektif dan efiesien 
maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Penyelesaian Kerugian Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huraf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Penyelesaian Kerugian Daerah; 

tentang 
Dalam Ka.bu paten 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-daerah 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
penyclenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas clari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Noma 3851 ) ;  

3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawa b Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

Mengingat 
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2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lernbaran Negara R.epublik Indonesia Tahun 2 0 1 1  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali ciiubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pcngelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang 
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah 
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat 
Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5934); 

12.  Peraturan Pemerintah Norn or 12 Tahun 2017 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Badan Pcmeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 
2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi 
Kerugian Negara / Daerah Terhadap Bendahara; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti 
Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21  Tahun 2 0 1 1  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten.tang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
547); 

17.  Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 
2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi 
Kerugian Negara / Daerah Terhadap Bendahara; 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTA.NG TATA CARA 
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP 
BENDAHARA, PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDA.HARA 
A.TAU PEJABAT LAIN. 

BAB l 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Hukum sebagai 
barang dan/atau 

4. 

5. 

6. 

7. 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1 .  Daerah adalah Kabupaten Jcpara. 
2. Bupati adalah Bupati Jepara. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara. 
Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jepara. 
lnspektur adalah Inspektur pada Inspcktorat Kabupaten Jepara. 
Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala 
BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara. 

8. Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah, yang 
selanjutnya disingkat Kepala BPKAD adalah Kepala Badan 
Pengelolaan, Keuangan, dan A.set Daerah Kabupaten Jepara yang 
karena kedudukannya adalah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah sekaligus sebagai Bendahara '/mum Daerah. 

9. Kerugian Daerah adalah kekurangan uan, surat berharga, dan 
barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan 
melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

10 .  Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, lnspektorat Jenderal 
Departemen Dalam Negeri, Inspektorat, Inspektorat Pembantu Kota 
Administrasi/Kabupaten Administrasi. 

1 1 .  Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya 
disebut Majelis Pertimbangan adalah Para Pejabat/pegawai yang 
secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan 
kerugian Daerah. 

12.  Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Perusahaan 
Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak atau pihak lain yang 
melakukan tindakan dan/atau turut berbuat yang mengakibatkan 
kerugian Daerah. 

13.  Bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, 
menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang Daerah, surat 
surat berharga dan barang milik Daerah, serta bertanggung jawab 
kepada Kepala Daerah. 

14 .  Pihak Ketiga adalah Orang atau Sadan 
pelaksana pekerjaan atau pelak sana penyedia 



15.  

16. 

17.  

18.  

19.  

20. 

2 1 .  

22. 

23. 

24. 

25.  

26. 

27. 

28. 

29. 

jasa kebutuhan Daerah. 
Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP adalah tata cara 
Perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya 
terdapat kckurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan 
yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. 
Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu 
proses tuntutan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pihak 
lain atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian 
Daerah. 
Sidang Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota 
Pertimbangan untuk mengambil keputusan/ket.etapan 
mengenai kasus Tuntutan Ganti Rugi. 
Rapat Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis 
Pertimbangan yang juga dihadiri oleh Anggota Sekretariat 
Majelis Pertimbangan untuk membahas tindak lanjut penyelesaian 
kasus Tuntutan Ganti Rugi. 
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya 
disingkat SKTJM adalah Surat Pernyataan/Keterangan Pengakuan 
yang menyatakan kesanggupan dan/ a tau pengakuan bahwa 
yang bersangkutan bertanggungjawab atas kerugian Daerah 
yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian tersebut .  
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang 
selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati 
atau Pejabat yang ditunjuk dalamn hal SKTJM tidak mungkin 
diperoleh. 
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian uang 
selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan 
oleh Bupati yang memiliki kekuatan hukum tetap tentang 
pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap 
Bendahara/Pegawai lain bukan Bendahara/Pihak Lain dan/atau 
Pejabat lain; 
Pembebanan adalah Penetapan Jumlah Kerugian Daerah yang 
harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai/Pihak Ketiga yang 
terbukti bersalah dan merugikan Daerah. 
Banding adalah Upaya Pegawai/Pihak Ketiga 
keadilan kepada Bupati setelah dikeluarkannya 
Pembebanan. 
Keringanan atas Pembebanan adalah Upaya Pegawai/Pihak 
meminta keringanan atas Pembebanan kepada 
setelah diterbitkan Keputusan Pembebanan. 
Hukuman Disiplin adalah Hukuman yang dijatuhkan kepada 
Pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian dan/atau 
merugikan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan. 
Sanksi adalah bentuk hukuman yang dikenakan kepada Pihak 
Ketiga yc:ng terbukti bersaJah dan merugikan Daerah atas 
kelalaian/ingkar janji/pelanggaran terhadap Kerja 
Sama/Perjanjian/Kontrak dengan Pemerintah Daerah. 
Penghapusan adalah Keputusan Pembebanan terhadap 
Pegawai Pihak Ketiga untuk mencatat penghapusan kerugian 
Daerah yang proses Tuntutan Ganti Ruginya untuk sementara 
ditangguhkan. 
Bebas Mutlak adalah melepaskan tuntutan atas Kerugian 
Daerah kepada Pegawai/Pihak Ketiga yang terbukti tidak bersalah dan 
merugikan Daerah. 
Pem.bebasan adalah Keputusan Pembebasan untuk mencatat 
menghentikan tuntutan atas kerugian Dacrah, baik seluruhnya 
ataupun sebagian kepada Bendaharawan/Pegawai/Fihak Ketiga. 

Kctiga 
Bupati 

Majelis 
khusus 

mencan 
Keputusan 



gugurnya 
terhadap 

merugikan 

menyebabkan 
Gan.ti Rugi 

bersalah dan 

28. Kadaluarsa adalah Jangka wakta yang 
hak . u n t u k  melakukan Tuntutan 
Pegawai/Pihak Ketiga yang terbukti 
Daerah. 

29. Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian 
Daerah di luar Majelis Pertimbangan adalah Badan Peradilan 
dan/atau Badan Urusan Piutang clan Lelang Negara {BUPLN). 

30. Wanprestasi adalah Pegawai/Pihak Ketiga yang ingkar janji terhadap 
pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan 
kerugian Daerah yang dibuat dalam SKTJM. 

3 1 .  Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD 
adalah Tim yang bertugas memprosc-s penyelesaian kerugian Daerah. 

BAB I 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Fasa! 2 

(1 )  Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan 
hukum dalam upaya penyelesaian TP dan TGR Daerah. 

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mencegah terjadinya 
kerugian daerah serta untuk menyelamatkan keuangan dan barang 
Daerah. 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah dalam Peraturan 
Bupati ini rneliputi: 
a. Bendahara; 
b. Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara; 
c. Pejabat Lain; dan/atau 
d. Pihak lain. 

BAB IV 
BENTUK KERUGIAN DAERAH 

Pasal 4 

( 1 )  Bentuk kerugian Daerah ditinjau dari pelakunya antara lain 
Bendahara, Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan Bendahara, 
Pejabat, dan/ atau Pihak Lain. 

(2) Bendahara yang melakukan perbuatan: 
a. tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas penerimaan 

uang/ barang; 
b. tidak melakukan pencatatan atas pengeluaran uang/barang; 
c. menyebar/memberi/mengeluarkan uang/barang kepada pihak 

yang tidak berhak dan atau secara tidak sah: 
. ' 

d. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan 
barang; 

e. menerima dan rnenyimpan uang palsu; 
f. korupsi, penyelewengan, dan penggelapan; 
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g. kecurian, penodongan, perampokan dan/atau kolusi; 
h. pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan 

kenyataan; 
i. penyalehgunaan wewenang/jabatan; 
j .  tidak melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya (wajib 

pungut pajak); 
k. tindakan lain yang memberikan kerugian secara langsung maupun 

tidak langsung kepada Daerah. 

(2) Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan Bendahara yang melakukan 
perbuatan: 
a. korupsi, penyelewengan dan penggelapan; 
b. penyalahgunaan wewenang dan jabatan; 
c. pencurian dan penipuan; 
d. merusak atau menghilangkan barang inventaris daerah; 
e. meningga.lkan tuga.s belajar sebelum selesai ba.ta.s waktu yang 

telah ditentukan; 
f. tindakan lain yang memberikan kerugian langsung dan atau tidak 

langsung kepa.da. Da.erah. 

(3) Peja.bat yang melakukan perbua.ta.n: 
a. korupsi, penyelewengan dan penggelapan; 
b. penyalahgunaan wewenang dan jabatan; 
c. tindakan kolusi dan nepotisme; 
d. pertanggung ja.wa.ban ata.u la.poran yang tidak sesuai dengan 

kenya.ta.an; 
e. mengambil a.tau menggunakan barang inventaris Da.era.h; 
f. tindakan lain yang memberika.n kerugian langsung a.tau tidak 

la.ngsung kepa.da. Da.era.h. 

(4) Piha.k lain yang melakukan perbuatan: 
a. tidak menepati janji/kontrak {wanprestasi); 
b. pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena 

kesalahannya.; 

c. penipuan, penggelapan, dan perbuatan lainnya. yang secara 
langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian daerah. 

BAB V 
MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR 

Ba.gian Kesa.tu 
Majelis Pertimbangan 

Pasal 5 

( 1) Dalam melaksanakan TP-TGR, Bupati 
Pertimbangan yang dibentuk berdasarkan 
bertanggungjawab kepada Bupati. 

dibantu oleh Majelis 
Keputusa.n Bupa.ti dan 

(2) Ma.jelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pa.da. aya.t (1)  
merupakan Tim Kerja. Teta.p yang khusus menangani kasus-kasus 
kerugian Daerah, berkeudukan di bawa. dan bertanggung jawab 
kepada Bupati. 



Pasal 6 

(1 )  Majelis Pertimbangan sebagaimana diraaksud dalam Pasal 6 
ayat (1)  dan ayat (2) secara ex-officio beranggotakan 
a. Sekretaris Daerah, selaku ketua merangkap anggota; 

b. Inspektur selaku wakil ketua merangkap anggota; 
c. Kepala BPKAD selaku sekretaris merangkap anggota; 
d. Kepala BKD selaku anggota; dan 
e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota. 

(2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1)  dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan. 

(3) Jumlah dan susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan 
sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

(4) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum melaksanakan tugas 
dan fungsinya terlebih dahulu mengucapkan surnpah/janji 
dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

(5) Untuk memantau kelancaran pelaksanaan tugas Majelis 
Pertimbangan ibentuk Seckretariat Majelis Pertimbangan 
pada BPKAD, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Kedua 
Tugas dan Fungsi Majelis Pertimbangan 

Pasal 7 

( l )  Majelis Pertimbangan mempunyei tugas membantu Bupati 
menyelesaikan kasus-kasus kerugian Daerah. 

(2) Pembagian tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  adalah sebagai berikut: 
a. Ketua bertugas : 

1. mengarahkan dan menentukan kegiatan Majelis Pertimbangan; 
dan 

2. memimpin Sidang dan/atau Rapat Majclis Pertimbangan. 
b .  Wakil Ketua bertugas : 

1. membantu ketua dalam menjalankan tugas Majelis 
Pertimbangan; 

2 . mewakili ketua menjalankan tugas dan fungsi dalam ha! 
ketua berhalangan; dan 

3. selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 
1 dan angka 2 juga mengkoordinasikan pelaksanaan hasil 
pengawasan khusus mengenai kerugian Daerah. 

c. Sekretaris bertugas : 
1 .  mclaksanakan operasional administrasi Majelis Pertimbangan; 
2. menyiapkanbahan sidang dan/ atau rapat Majelis Pertimbangan; 
3. mengarahkan tugas-tugas operasional Sekretariat Majelis 

Pertim bang an; 
4. memimpin rapat Sekretariat sekurang-kurangnya sekali dalam 

sebulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, apabila ketua 
dan wakil ketua berhalangan/ada mandat dari ketua Majelis 
Pertim bangan. 
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d. Anggota bertugas : 
1 .  menghadiri setiap sidangdan/ a tau rapat Majelis Pertirribangan; 
2. mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh 

sekretaris Majelis Pertimbangan; 
3. memberikan pertimbangan/ sa.ran dan turut serta secara 

aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis 
Pertimbangan; 

4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
Majelis Pertimbangan mempunyai wevenang : 
a. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati tentang 

penyelesaian kasus kerugian Daerah; 
b. memanggil Pegawai/Pihak Ketiga/Pejabat Lain yang sudah 

diproses TP-TGR dan mengakibatkan kerugian Daerah untuk 
diminta penjelasan dan/atau untuk penyelesaiannya; 

c. Mengundang atasan langsung pegawai yang bersangkutan 
danlatau pihak lain untuk didengar, meminta keterangan ahli 
dan kelengkapan data/dokumen berkaitan dengan kerugian 
Daerah yang terjadi. 

(4) Majelis Pertimbangan berkewajiban melaporkan perkembangan 
Kerugian Daerah secara periodik kepada Kementerian Dalam Negeri. 

BAB VI 
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN 

Bagian Kesatu 
Tuntutan Perbendaharaan 

Pasal 8 

( 1) TP merupakan tun tu tan ganti rugi terhadap Bendahara, yang terbukti 
bersalah dan merugikan Daerah diwajibkan mengembalikan Kerugian 
Daerah secara utuh kepada Daeral. 

(2) Pimpinan Instansi wajib membentuk TPKD yang terdiri dari : 
a. Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara sebagai Ketua; 
b. Inspektur Kabupaten Jepara sebagai Wakil Ketua; 
c. Kepala BPKAD sebagai Sekretaris; 
d . Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan, Keuangan 

Kepegawaian, Hukum, Umum dan Perangkat Daerah terkait sebagai 
anggota. 

(3) TPKD scbagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

Bagian Kedua 
Informasi dan Verifikasi 

Pasa l9 

(1 )  Informasi Kerugian Daerah dapat diketahui dari : 
a.. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. 
b. Pengawasan aparat pengawasan fungsional. 
c. Pengawasan dan / atau pemberitaan 

bendahara/Kepala Perangkat Daere h. 
d. Perhitungan Ex Officio. 

atasan langsung 



(2) TPKD bertugas membantu Bupati dalam memproses penyelesaian 
Kerugian Daerah terhadap Bendahara yang pembebanannya akan 
ditetapkan oleh BPK. 

(3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) TPKD menyelenggarakan fungsi untuk : 
a. menginventarisasi kasus kerugan Daerah yang diterima; 
b. menghitung jumlah kerugian Daerah; 
c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung 

bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik 
sengaja maupun lalai sehingge mengakibatkan terjadinya kerugian 
Daerah; 

d. menginventarisasi harta kekayaan mil ik bendahara yang dapat 
dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian Daerah; 

e. menyclesaiakan kerugian Daerah melalui SKTJM; 
f. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang kcrugian daerah 

sebagai bahan pengambilan keputusan dalam mcnctapkan 
pcmbebanan sementara; 

g. mcnatausahakan penyelcsaian kerugian Daerah;dan 
h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian 

Daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Badan 
Pemeriksa Keuangan. 

Pasal 10 

( 1 )  Atasan langsung Bendahara atau Kepala Perangkat Daerah wajib 
melaporkan setiap kerugian Daerah kepada Bupati dan 
memberitahukan Badan Pemeriksa Keuengan selambat-lambatnya 7 
(tujuh) hari kerja setelah kerugian Daerah diketahui. 

(2) Pemberitahuan sebagaimana 
sekurang-kurangnya dengan 
Kas/Barang. 

dimaksud dalam ayat (1 )  
dokumen Berita Acara 

dilengkapi 
Pemeriksa 

(3) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa 
Keuangan tentang kerugian daerah dibuat sesuai dengan Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 1 1  

( 1 )  TPKD mengumpulkan dan melakukan verikasi dokumen-dokumen, 
antara lain sebagai berikut : 
a. Surat Keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai 

pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan; 
b. berita acara pemeriksaan kas/barn.ng; 
c. register penutupan buku kas/barang; 
d. surat kcterangan tentang sisa uang yang belum 

dipertanggungjawabkan dari Pcngguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran; 

e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan; 
f. fotokopi/rekaman buku kas umurn bulan yang bersangkutan yang 

memuat adanya kekurangan kas; 
g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam ha! kerugian Daerah 

mengandung indikasi tindak pidana; 
h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian 

dalam hal kerugian daerah terjadi karena pencurian atau 
perampokan; 



i. surat keterangan ahli waris dari kclurahan / desa a tau pcngadilan. 

(2) TPKD mencatat kerugian Daerah dalam daftar kerugian daerah. 

(3) Daftar kerugian daerah dibuat sesuai dengan format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 12 

(1 )  TPKD menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1  
ayat (1)  dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan 
dari Bupati. 

(2) Selama dalam proses penelitian, Bendahara dibebastugaskan 
sementara dari jabatannya. 

(3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan Bendahara pengganti 
ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 13 

(1 )  TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi 
Kerugian Daerah dan menyampaikan kepada Bupati. 

(2) Bupati menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 )  kepada Badan Pemeriksa 
Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKD 
dengan dilengkapi dokumen sebogaimana dimaksud dalam Pasal 1 1  
ayat ( 1 ) .  

Pasai 14 

( 1 )  Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan atas laporan 
kerugian Daerah berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) untuk menyimpulkan telah terjadi 
kerugian Daerah yang meliputi nilai kerugian Daerah, perbuatan 
melawan hukum baik sengaja mapun lalai, dan penanggung jawab. 

(2) Apabila dari hasil pemeriksean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, 
Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada Bupati untuk 
memproses penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM. 

(3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 )  
ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja 
maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada 
Bupati agar kasus kerugian Daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari 
daftar kerugian Daerah. 

BAB VII 

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JA WAB MUTLAK 

Bagian Kesatu 
SKTIM 

Pasal 15 

Bupati memerintahkan TPKD mengupayakan agar Bendahara bersedia 
membuat dan menandatangani SKTJM paling Jambat 7 (tujuh) hari setelah 



menerima surat dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (2). 

Pasal 16 

( 1 )  Dalam hal Bendahara menendatangani SKTJM, maka yang 
bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kcpada TPKD, antara lain 
dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut : 

a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama 
Bendahara; dan 

b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/ atau 
kekayaan lain dari Bendahara. 

(2) SKTJM yang telah ditandatangani o!eh Bendahara tidak dapat ditarik 
kembali. 

(3) Surat Kuasa menjual dan/atau rnencairkan barang dan/atau harta 
kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 )  huruf 
b berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan 
Keputusan Pembebanan. 

(4) Bentuk dan isi SKTJM dibuat sesuai dengan format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran llJ yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

(5) Penggantian kerugian Daerah dilakukan secara tunai selambat 
lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani. 

(6) Apabila Bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (5), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan 
barang dan surat kuasa menjual sehagaimana ciirnaksud dalam Pasal 
16 ayat (1 ) .  

(7) Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual 
dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  setelah mendapat persetujuan dan dibawah 
pengawasan TPKD. 

(8) TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian Daerah mclalui SKTJM 
atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian Daerah kepada 
Bupati. 

(9) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian kerugian Daerah melalui 
SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (l )  kepada Badan Pemeriksa 
Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan 
TPKD. 

Pasal 17 

(1 )  Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), Badan Pemeriksa Keuangan 
mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati agar kasus kerugian 
Daerah dikeluarkan dari daftar kerugian daerah. 

(2) Dalam hal kasus kerugian Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan 
yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama 
Badan Pemeriksa Keuangan dan dalam proses pemeriksaan tersebut 
bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka 



bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan 
pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa 
Keuangan. 

Bagian Kedua 
Pembebanan Kerugian Daerah Sementara 

Pasal 18 

(1 )  Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat 
pengembalian kerugian daerah, Bupati mengeluarkan 
pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) 
bendahara tidak bersedia menandatengani 

menjamin 
Keputusan 
hari sejak 

(2) Bupati memberitahukan Keputusan pembebanan sementara kepada 
Badan Pemeriksa Keuanga.n. 

Pasa! 19 

(1) Keputusan Pembebanan Sementara mempunyai kekuatan hukum 
un tuk melakukan si ta j aminan. 

(2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 )  
diajukan oleh instansi yang bersangkuta.n kepada instansi yang 
berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
setelah diterbitkannya Keputusan Pembebanan Sementara. 

(3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Penetapan Batas Watu 

Pasal 20 

(l )  Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan 
Batas Waktu apabila : 

a. Badan Pemeriksa Keuangan tidak menerima Laporan Hasil 
Verifikasi Kerugian Daerah dari Bupati sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (2); 

b. berdasarkan pemberitahuan Bupati tentang pelaksanaan SKTJM 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9), ternyata 
bendahara tidak melaksanakan SKTJM. 

(2) Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu scbagaimana dimaksud 
dalam ayat (1 )  disampaikan kepada Bendahara melalui atasan 
langsung bendahara atau Kepala Perangkat Daerah dengan tembusan 
kepada Bupati dengan tanda terina dari Bendahara. 

(3) Tanda terima dari Bendahara disampaikan kepada Badan Pemeriksa 
Keuangan oleh atasan langsung bendahara atau Kepala Perangkat 
Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kcrja sejak Surat Keputusan 
Penetapan Batas Waktu diterima Bendahara. 

(4) Bendahara dapat mengajukan keberatan atas Surat Keputusan 
Penetapan Batas Waktu kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam 
waktu 14 (empat belas) hari keria setelah tanggal penerimaan Surat 



Keputusan Penetapan Batas Waktu yang tertera pada tanda terima 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Badan Pemeriksa Keuangan menerima atau menolak keberatan 
Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam kurun waktu 
6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara tersebut 
diterirna oleh Badan Pemeriksa Keuengan. 

Bagian Keempat 
Pembebanan Kerugian Daerah 

Pasal 21  

(1 )  Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan 
Pembebanan antara lain apabila 
a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan scbagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) telah terlampaui dan Bendahara 
tidak mengajukan keberatan; 

b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; 
c. telah terlampaui jangka wakt 40 (empat puluh) hari sejak 

ditandatangani SKTJM namun kerugian Daerah belum diganti 
sepenuhnya. 

(2) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada Bendahara 
melalui atasan langsung bendahara atau Kepala Perangkat Daerah 
bendahara dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari 
Bendahara. 

Pasal 22 

Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21  
ayat (1 )  telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final. 

Pasal 23 

Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan, 
apabila menerima keberatan yang diajukan oleh 
bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris. 

Pasal 24 

Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (5) terlampaui, Badan Pemeriksa Keuangan tidak 
mengeluarkan putusan atas kebere.an yang diajukan Bendahara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), maka keberatan dari 
Bendahara diterima. 

Bagian Kelima 
Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan 

Pasal 25 

(1 )  Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari Badan Pemeriksa 
Keuangan, Bendahara wajib mengganti kerugian Daerah dengan cara 
menyetorkan secara tunai ke Kas Daerah dalam jangka waktu 
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rnenerima Surat Keputusan 
Pembebanan. 



(2) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Daerah secara tunai, 
maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang 
bersangkutan. 

Pasal26 

Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana limaksud dalam Pasal 2 1  
ayat (1 )  memitiki hak mendahului. 

Pasal 27 

(1 )  Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk 
pelaksanaan sita eksekusi. 

(2) Apabila Bendahara tidak mengganti kerugian Daerah secara tunai 
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 ayat (1), instansi yang bersangkutan mengajukan permintaan 
kepada instansi ynag berwenang untuk melakukan penyitaan dan 
penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara. 

(3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan 
penghasilan yang diterima bendahara scbesar 50% (lima puluh 
persen) dari setiap bulan sampai lunas. 

Pasal 28 

Pelaksanaan penyitaan dan penjuaian dan/atau pelelangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilaksanakan setelah berkoordinasi 
dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan 
penjualan dan/pelelangan. 

Pasal 29 

( 1 )  Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau 
hasil penjualan tidak mencukupi umntk penggantian kerugian Daerah, 
maka Bupati mengupayakan pengembalian kerugian Daerah melalui 
pemotongan serendah-rendanhnya sebesar 50% (lima puluh persen) 
dari penghasilan tiap bulan. 

(2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP 
dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai hutang 
kepada Daerah dan TASPEN yang menjadi hak Bendahara dapat 
diperhitungkan untuk mengganti kerugian Daerah. 

Bagian Keenam 
Penyelesaian Kerugian Daerah 

Yang Bersumber dari Perhitungan Ex Officio 

Pasal 30 

( 1 )  Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 5  
sampai dengan Pasal 29, berlaku pula terhadap kasus kerugian Daerah 
yang diketahui berdasarkan perhitungan Ex Officio. 

(2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti 
kerugian Daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat 



dan menandatangani surat pcrnyataan bersedia mengganti kerugian 
Daerah sebagai pengganti SKTJM. 

(3) Nilai kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang 
memperoleh hak/ ahli wa.ris terbatas pada kckayaan yang dikelola atau 
diperolehnya yang berasal dari Bendahara. 

Pasal 31 

Terhadap kerugian Daerah atas tanggung jawab Bendaha.ra dapat dilakukan 
penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketujuh 
Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan 

Pasal 32 

Bupati menyampaikan laporan kepada Bedan Pemeriksa Keuangan tentang 
pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan dengan dlampiri dengan bukti 
setor. 

Pasal 33 

( 1 )  Kewajiban Bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwa.rsa 
jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian Daerah 
atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya ke.rugian Daerah 
tidak dilakukan penuntutan ganti rugi. 

(2) Tanggung jawab ahli wa.ris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh 
hak da.ri Bendahara menjadi hangus apabila 3 (tiga) tahun telah Jewat 
sejak Putusan pengadilan menetapkan pengampunan kepada Bendahara, 
atau sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia 
tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian 
Dae.rah. 

BAB VIII 
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH 

Bagian Kesatu 
Umu 

Pasal 34 

( 1 )  Pe.raturan Bupati ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian 
Dae.rah atas uang, surat berharga, dan/atau barang Dae.rah yang berada 
dalam penguasaan: 

a. Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan Bendaha.ra; atau 
b. Pejabat Lain: 

a. pejabat Daerah; dan 
b. pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus 

pejabat daerah, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri 
Bukan Bendahara. 

(2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimane dimaksud pada ayat (1 )  berlaku 
pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada 
dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara bukan Bendahara atau Pejabat 
Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. 



Bagian Kedua 
Pengamanan Uang, Surat Berharga, dan/ atau Barang 

Pasal 35 

(1 )  Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan Bendahara atau Pejabat 
Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap: 

a. uang, surat berharga, clan/ a tau barang milik Daerah yang berada 
dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian 
Daerah; dan/ atau 

b. uang dan/atau barang i:mkan milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya dari kemungkinan teriadinya Kerugian Daerah. 

(2) Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat 
Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik 
langsung atau tidak langsung yarug merugikan keuangan Daerah 
diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. 

Bagian Ketiga 
Informasi dan Pelaporan Kerugian Daerah 

Pasa1 36 

Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari: 
a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung; 
b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah; 
c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangen; 
d. laporan tertulis yang bersangkutan; 
e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab; 
f. perhitungan ex officio; dan/ atau 
g. pelapor secara tertulis. 

Pasal 37 

(1 )  Atasan langsung atau Kepala Perangkat aerah wajib melakukan 
verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. 

(2) Atasan langsung atau Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk 
Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pejabat Lain untuk melakukan tugas 
verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) .  

(3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksuGd pada ayat 
( I )  dan ayat (2) terdapat indikasi kerugian Dacrah ditindaklanjuti dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara 
Umum Daerah: 
1) melaporkan kepada Bupat; dan 
2) memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan; 
untuk indikasi kerugian Daerah yang terjadi di lingkungan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah; 

b. Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk 
indikasi kerugian Daerah yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja 
Pengelola Keuangan Daerah. 

(4) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh 
informasi terjadinya Kerugian Dacrah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 36. 



Pasal38 

Dalam ha! Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pejabat Lain tidak melaksanakan 
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1 )  dikenakan sanksi 
administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keempat 
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah 

Pasal 39 

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
ayat (3), Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah harus menyelesaikan 
Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian. 

PasaJ 40 

(1 )  Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 44 adalah Bupati dalam ha! kerugian Daerah dilakukan oleh 
Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan Bcndahara atau Pejabat Lain di 
lingkungan Pemerintahan Daerah. 

(2) Kewenangan Pejabat 
menyelesaikan Kerugian 
dilaksanakan oleh: 

a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara 
Umum Daerah untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh Aparatur 
Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan 
Pemerintahan Daerah; 

b. atasan kepala Perangkat Daerah untuk kerugian Daerah yang 
dilakukan oleh kepala Perangkat Dacrah; 

c. Dalam hal kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja 
Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, 
kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dilakukan oleh 
Bupati. 

Bagian Klima 
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah 

Pasal 4 1  

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, Pejabat Penyelesaian Kerugian 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1 )  atau pejabat yang 
diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) 
membentuk TPKD. 

Pasal 42 

( 1 )  TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) 
hari kerja setelah dibentuk. 

(2) Dalam pemeriksaan kerugian Daerah, TPKD memiliki tugas dan 
wewenang: 

a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah; 
b. mengumpulkan bukti penukung terjadinya kerugian Daerah; 
c. menghitung jumlah kerugian Daerah; 

Penyelesaian Kerugian Daerah untuk 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  



d. menginventarisasi harta kekayaan milik Aparatur Sipil Negara 
bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai 
jaminan penyelesaian kerugian Daerah; dan 

e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pcjabat yang membentuknya. 

Pasal43 

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b diperoleh 
melalu:: 
a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau 
b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi elalui wawancara kepada 

setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya 
Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan. 

Pasal 44 

TPKD dalam menghitung jumlah kerugian Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasa! 42 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak 
yang memiliki kompetensi. 

Pasal 45 

(1 )  Hasil pemeriksaan kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD 
disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan kerugian Daerah 
untuk dimintakan tanggapan. 

(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan kepada 
TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil 
pemeriksaan disampaikan. 

(3) Dalam ha] TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan. 

(4) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil 
pemeriksaan. 

(5) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas basil pemeriksaan. 

(6) TPKD menyampaikan laporan hasil peraeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepada pejabat yang membentuknya. 

Pasal 46 

(1 )  Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 
(6) menyatakan bahwa: 
a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang discbabkan 

perbuatan melanggar hukum atau lalai Aparatur Sipii Negara bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain; atau 

b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan 
disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Aparatur Sipil 
Negara bukan Bendahara atau Pejabat Lain. 

(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1 )  huruf 
a, paling sedikit memuat: 

a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian Daerah; dan 



b. jumlah kerugian Daerah. 

(3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf 
b, paling sedikit memuet jumlah kekurangan uang/surat 
berharga/barang. 

Pasal 47 

(1 )  Pejabat Penyelesaian Kerugian Dacrah atau pejabat yang diberi 
kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) 
menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasel 46 ayat ( 1 ) ,  sebagai berikut: 

a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau 
b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan. 

(2) Dalam ha! laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 46 ayat (1 )  tidak disetujui, Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah 
atau pejabat yang diberi kewenangan segera menugaskan TPKD untuk 
melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui. 

(3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 46 ayat (1 )  disetujui, pejabat yang diberi kewenangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) segera menyampaikan 
laporan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah. 

Bagian Keenam 
Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan SKTJM 

Pasal 48 

( 1 )  Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 47 ayat (3) disetujui oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah, 
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah atau pejabat yang berwenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) segera menugaskan 
TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah 
kepada Pihak Yang Merugikan. 

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, 
penggantian kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris. 

(3) Dalam penuntutan penggantian kerugian Daerah TPKD mengupayakan 
sura.t pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang 
Merugika.n/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris bahwa 
kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti 
Kerugian Dacrah dimaksud dalam bentuk SKTJM. 

(4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: 
a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh 

Hak/Ahli Waris; 
b. jumlah kerugian Daerah yang harus dibayar; 
c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; 
d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan 
e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh 

Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditank 
kerabali. 



(5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf d, disertai dengan: 
a. daftar barang yang menjadijaminan; 
b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan 
c. surat kuasa menjual. 

Pasal 49 

(1 )  Penggantian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 
ayat (3) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran. 

(2) Dalam hal kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, 
Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris 
wajib mergganti Kerugian Daerah paiing lama 90 (sembilan puluh) hari 
kalender sejak SKTJM ditandatangani. 

(3) Dalam hal kerugian Daerah scbagai akibat kelalaian, Pihak Yang 
Merugikan/Pengampu/Yang Meraperoleh Hale/ Ahli Waris wajib 
mengganti kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh 
ernpat) bulan sejak SKTJM ditandatangani. 

(4) Dalam hal kondisi tertentu Bupati sesuai dengan kewenangan dapat 
menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah wajib melakukan pemantauan 
atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh 
Hak/ Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKT JM. 

(6) Dalam ha! Pihak Yang Merugikan/Pengampu'Yang Memperoleh 
Hak/ Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan 
SKTJM, PPKD menyampaikan teguran tertulis. 

Pasal 50 

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli 
Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), ayat (3) atau ayat (4), Pihak Yang 
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hal / Ahli Waris dimaksud 
dinyataka.n wanprestasi. 

Bagian Ketujuh 
Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keputusan 

Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara 

Pasal 5l 

(1 )  Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) tidak 
dapat diperoieh, TPKD scgera menyampaikan laporan kepada Pejabat 
Penyelesaian Kerugian Daerah. 

(2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( J ),  Pejaba1. Penyelesaian Kerugia.n 
Daerah menerbitkan SKP2KS. 

(3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pade ayat (2) paling sedikit memuat 
materi: 

a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh 
Hak/ Ahli Waris; 



b. perintah untuk mengganti kerugian Daerah, 
c. jumlah kerugian Daerah yang harus clibayar; 
d. cara danjangka waktu pembayaran kerugian Daerah; dan 
e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 

Memperoleh Hak/ Ahli Waris. 

(4) Pejabat Penyelesaian Kerugian Dacrah menyampaikan SKP2KS kepada 
Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Meraperoleh Hak/ Ahli Waris. 

Pasal 52 

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan 
secara tunai paling Iambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya 
SKP2KS. 

Pasal 53 

(1)  SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. 

(2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pacla ayat (1 )  
dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan 
piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Pasal 54 

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris 
dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja scjak diterimanya SKP2KS. 

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  disampaikan secara 
tertulis kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dengan disertai 
bukti. 

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  tidak 
menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris untuk mengganti kerugian Daerah. 

Bagian Kelelapan 
Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis 

Pasal 55 

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah melakukan penyelesaian kerugian 
Daerah mengenai: 
a. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau berang bukan disebabkan 

perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Aparatur Sipil Negara 
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
46 ayat {l)huruf a; 

b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris 
dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah secara damai 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50; atau 

c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana 
dimaksud 54 ayat (1 ) .  



Pasal 56 

Dalam rangka penyelesaian kerugian Daerah scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 55, Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah membentuk Majelis. 

Pasel 57 

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada 
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah atas: 
a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/etau barang 

bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri 
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam 46 
ayat (1) huruf a; 

b. penggantian Kerugian Daerah setelah Pihak Yang 
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan 
wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50; dan 

c. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5l  ayat (2) . 

Pasal 58 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Majelis 
melakukan sidang. 

Pasa! 59 

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kckurangan uang, surat berharga, 
dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai 
Pegawai Aparat.ur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, Majelis melakukan hal 
sebagai berikut: 
a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 

Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya 
kerugian Daerah; 

b. meminta ket.erangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian 
tertentu; 

c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau 
d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian Daerah. 

Pasal 60 

(1 )  Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terbukti 
bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan 
disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Aparatur 
Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan 
putusan hasil sidang. 

(2) Putusan hasil sidang scbagaimana dimaksud pada ayat (1 )  berupa 
pertimbangan penghapusan: 
a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada 

dalam penguasaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara 
atau Pejabat Lain; dan/atau 

b uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam 
pengasaan Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan Bendahara atau 
Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas 
pemerintahan. 



(3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada 
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah. 

(4) Atas dasar pertimbangan scbagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat 
Penyelesaian Kerugian Daerah mengusulkan penghapusan: 

a. uang, surat berharga, dan/atau brang milik daerah yang berada 
dalam penguasaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara 
atau Pejabat Lain; dan/atau 

b. uang dan/ atau barang bukan rnilik daerah yang berada dalam 
penguasaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau 
Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraa.n tugas 
pemerintahan. 

(5) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 61 

( 1 )  Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terbukti 
bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan 
perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Aparatur Sipil Negara 
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan 
TPKD melalui Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah untuk melakukan 
pemeriksaa.n kembali. 

(2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1),  Majelis menyampa.ika.n ha.I yang perlu mendapat 
perhatian dalam pemeriksaan kembali.  

(3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 ) ,  TPKD melalui Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah 
menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis. 

(4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
menyatakan bahwa: 
a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan 

perbuatan melanggar hukum a.tau Jalai Pegawai Aparatur Sipil Negara 
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau 

b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan 
disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Aparatur 
Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; 

disertai dengan dokumen pendukung. 

Pasal 62 

( 1 )  Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan kerugian Daerah dalam 
hal: 
a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasa! 6 l  ayat (4) h u r u f  a; atau 
c. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 1  ayat () huruf b. 

(2) Putusa.n Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  d i s a m p ai k an  
kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah. 



(3) Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah menindaklanjuti putusan Majelis 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  melalui proses penyelesaian 
Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana 
diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Fasal 54. 

Pasal 63 

(1 )  Dalam ha! Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61  ayat (4) huruf b, Majelis 
menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan: 
a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada 

dalam penguasaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara 
atau Pejabat Lain; dan/atau 

b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam 
penguasaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau 
Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas 
pemerintahan. 

(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  disampaikan kepada 
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah. 

(3) Atas dasar putusan sebagaimana dmaksud pada ayat ( 1 ) ,  Pejabat 
Penyelesaian Kerugian Daerah mengusulkan pengheapusan: 
a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada 

dalam penguasaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara 
atau Pejabat Lain; dan/acau 

b. uang dan/ a tau barang bukan milik daerah yang berada dalam 
penguasaan Pegawai. Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau 
Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas 
pemerintahan. 

(4) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 64 

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kcrugian Daerah terhadap 
Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris 
dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, 
Majelis melakukan hal sebagai berikut: 
a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyrahan barang jaminan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5); 
b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada 

instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan/atau 
c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian Daerah. 

Pasal 65 

( 1 )  Setelah melaksanakan sidang sebageimana dimaksud dalam Pasal 64 
Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K. 

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  disampaikan kepada 
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah untuk menerbitkan SKP2K, 

(3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat 
materi: 
a. pertimbangan Majelis; 



b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh 
Hak/ Ahli Waris; 

c. jumlah kerugian Daerah yang harus dipulihkan; 
d. penyerahan upaya penagihan kerugian Darrah kepada instansi yang 

menangani pengurusan piutang daerah; dan 
e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 

Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang 
menangani pengurusan piutang daerah, dalam hal Majelis 
berpendapat bahwa barang jarninan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 48 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan. 

(4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja scjak Majelis menetapkan putusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 ) .  

(5) SKP2K scbagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada: 
a. Badan Pemeriksa Keuangan; 
b. Majelis; 
c. instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan 
d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris. 

Pasal 66 

( 1 )  Dalam sidang untuk penyelesaian kerugian Daerah yang tclah diterbitkan 
SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, yang tidak ada 
pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris, Majelis mclakukan hal sebagai berikut: 
a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 46 ayat (1 )  huruf a; 
b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat ( l ) ;  clan/atau 
c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah. 

(2) Berclasarkan siclang sebagaimana climaksud pacla ayat ( 1 )  Majelis 
menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K. 

Pasal 67 

(1 )  Dalam siclang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah 
diterbitkan SKP2KS sebagaimana clirnaksucl dalam Pasal 55 huruf c, yang 
diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis mclakukan hal sebagai berikut: 
a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 

(1) huruf a; 
b. memeriksa laporan mengenei alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM 

sebagaimana climaksucl clalam Pasal 51 ayat ( l ) ;  
c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); 
cl. memeriksa clan memnta keterangan Piha Yang 

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dan/ atau 
pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah; 

e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki 
keahlian tertentu; clan/ atau 

f. hal lain yang diperlukan untuk penycelesaian Kerugian Daerah. 

(2) Dalam hal Majclis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan: 
a. menolak seluruhnya; 
b. menerima seluruhnya; atau 
c. menerima atau menolak sebagian. 



(3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  Majelis 
belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD 
melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan uleng terhadap materi yang 
terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi 

Fasal 68 

(1 )  Berdasarkan putusan sebagairnana climaksud dalam Pasal 66 ayat (2) 
dan Pasal 67 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan 
pertimbangan kepada Pejabat Penyel.esaian Kerugian Daerah untuk 
menerbitkan SKP2K. 

(2) SKP2K sebagaimana dimaksucl pada ayat (1 )  paling sedikit memuat 
materi: 
a. pertimbangan Majelis; 
b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh 

Hak/ Ahli Waris; 
c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayas; 
d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang 

Memperoleh Hak/Ahli Waris; 
e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah; 
f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Dacrah; dan 
g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang 

menangani pengurusan piutang daerah dalam hal Pihak Yang 
Merugikan/Pengampu/Yang Mernperoleh Hak/ Ahli Waris tidak 
membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c 
sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f. 

(3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) 
huruf a dan huruf c. 

(4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada: 
a. Sadan Pemeriksa Keuangan; 
b. Majelis; dan 
c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris. 

(5) Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah melakukan pengawasan atas 
pelaksanaan SKP2K. 

Pasa! 69 

SKP2K mempunyai hak mendahului. 

Pasal 70 

(1 )  Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) 
huruf b, Majelis memberikan pertimbargan kepada Pejabat Penyelesaian 
Kerugian Daerah untuk melakukan: 
a. pembebasan penggantian Kerugian Eaerah, 
b. penghapusan: 

l .  uang, surat berharga, dan/ atau barang milik negara/ daerah yang 
berada dalam penguasaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau · 

2. uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada 
dalarn penguasaan Pegawai Aparatur Sipil Bukan Bendahara atau 



Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas 
pemerintahan. 

(2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat 
Penyelesaian Kerugian Daerah: 
a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian 

Daerah; dan 
b. mengusulkan penghapusan: 

(1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada 
dalam penguasaan Pegawai hparatur Sipil Negara Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau 

(2) uang, dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam 
penguasaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau 
Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas 
pemerintahan. 

(3) Surat keputusan pembebasan penggantian kerugian Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat 
materi: 
a. identitas Pihak Yang Merugiken/Pengampu/Yang Memperoleh 

Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; 
b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik 

Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Aparatur Sipil Negara 
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang 
bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Aparatur 
Sipil Negara Bukan Bendahara at:au Pejabat Lain yang digunakan 
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan 

c. pernyataan bahwa telah terjad kekurangan uang, surat berharga, 
dan / a tau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan 
Pegawai Aparatur Sipil Negara Busan Bendahara atau Pejabat Lain 
dan/atau uang dan/atau barang bukan nilik daerah yang berada 
dalam penguasaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara 
atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas 
pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau 
lalai Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat 
Lain. 

(4) Surat keputusan pembebasan penggantian kerugian Daerah diterbitkan 
paling larnbat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan 
putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) 
hurufb. 

(5) Surat keputusan pembebasan penggantian kerugian Daerah disampaikan 
kepada: 
a. Badan Pemeriksa Keuangan; 
b. Majelis; 
c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris 

yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan 
d. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang bersangkutan. 

(6) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 



Bagian Kesembilan 
Penentuan Nilai Kergian Daerah 

Pasal 71 

(1 )  Dalam rangka penyelesaian kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai 
atas berkurangnya: 
a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau 
b. barang bukan milik Daerah yang berada dalarn penguasaan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang 
digunakan dalam penyelcnggaraan tugas pemerintahan. 

(2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  didasarkan pada: 
a. nilai buku; atau 
b. nilai wajar atas barang yang sejerns. 

(3) Da\am ha! baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka 
nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara 
kedua nilai terse but. 

Bagian Kesepuluh 
Penagihan dan Penyetoran 

Pasal 72 

(1)  Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan atas 
dasar: 
a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3); 
b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5l  ayat (2); atau 
c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65. 

(2) Penagihan sebagaimana climaksud pada ayat (1 )  dilakukan dengan surat 
penagihan. 

(3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh 
PPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau 
SKP2K ditetapkan. 

Pasal 73 

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat 
(2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris 
menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah. 

Pasal 74 

(1 )  Pihak Yang Merugikan/Pengempu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris 
yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah 
sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, 
SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakkan pelunasan dengan 
surat keterangan tanda lunas. 

(2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditandatangani oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah, untuk 
SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K. 



(3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
paling sedikit mernuat: 
a. ldentitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh 

Hak/ Ahli Waris; 
b. jumlah kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan 

jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K; 
c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang 

Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti 
Kerugian Daerah; 

d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat 
keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan 
SKTJM; dan 

e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, daJam hal surat 
keterangan tanda tunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan 
SKP2KS atau SKP2K. 

(4) Dalam haJ surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar 
pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada 
Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris 
sebagaimana dimaksud pada ayat () disertai dengan pengembalian 
dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan. 

(5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah 
disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda 
lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh 
Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  discrtai dengan 
surat permohonan pencabutan site atas harta kekayaan kepada instansi 
yang berwenang. 

(6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
disampaikan kepada: 
a. Badan Pemeriksa Keuangan; 
b. Majelis; 
c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris 

yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan 
d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan. 

Pasal 75 

( 1 )  Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud delam 
Pasal 74, Pejabat Penyelesaian erugian Dacrah mengusulkan 
penghapusan: 
a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada 

dalam penguasaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara 
atau Pejabat Lain; dan/atau 

b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada da.lam 
penguasaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau 
Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas 
pemerintahan. 

(2) Ketentuan tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 



Pasal 76 

(1 )  Dalarn hal dapat dibuktikan bahwa jumlah kerugian Daerah yang telah 
ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang 
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat 
mengajukan permohonan pengurangan tagihan daerah. 

(2) Dalam ha! Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli 
Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah, Pihak Yang 
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat 
mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian 
Daerah atas clasar pengurangan tagihan. 

(3) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Kesebelas 
Penyerahan Vpaya Penaginan Kerugian Daerah Kepada Instansi Yang 

Menangani Pengurusar Piutang Daerah 

Pasal 77 

Bupati menyerahkan upaya penagihan kerugian Daerah kepada instansi 
yang menangani pengurusan piutang daerah berdasarkan SKP2K yang 
diterbitkan atas penggantian Kerugian Daerah yang dinyatakan wanprestasi 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 68, paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
sejak SKP2K diterbitkan. 

Pasal 78 

Dalarn ha! Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli 
Waris tidak dapat mengganti Kerugian Daerah dalam jangka waktu yang 
ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bupati 
menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang 
menangani pcngurusan piutang daerah. 

Pasal 79 

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang 
menangani pengurusan piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
77 dan Pasal 78 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Bagian Kedua Belas 
Kedaluwarsa 

Pasal 80 

Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli 
Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 
(lima) tehun sejak diketahuinya Kerugian Daerah tersebut atau da.lam waktu 
8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan 
penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris. 



Pasal 8 1  

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk 
membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 
(tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan 
kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak ihak Yang Merugikan diketahui 
melarikan diri atau meninggal duria, Pengampu/Yang Memperoleh 
Hak/ Ahli Waris tidak diberi tahu oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah 
mengenai adanya Kerugian Daerah. 

Bagian Ketiga Belas 
Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Dan Akuntansi Dan 

Pelaporan Keuangan 

Pasal 82 

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Sadan Pemeriksa 
Keuangan paling lambat 60 (enam puuh) hari setelah TGR dinyatakan 
selesai. 

Pasal 83 

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian 
Daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. 

BAB IX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 84 

Dalam hal kewajiban Bendahara untuk mengganti kerugian daerah 
dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang 
dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris. 

Pasal 85 

Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah, Bupati dapat menugaskan 
unit kerja tertentu pada Pemerintah Dacrah untuk melaksanakan 
kewenangan TPKD. 

Pasal 86 

(1 )  Bupati membentuk TPKD paling lambat 3 (tiga) bulan sejak 
ditetapkannya Peraturan ini. 

(2) Selama TPKD belum terbentuk, verifikasi kerugian daerah yang sudah 
ad~ dilaksanakan oleh Inspektorat. 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 87 

Dengan diundangkan Peraturan Bupati ini,  maka Peraturan Bupati Jepara 



Nomor 23 tahun 2014 tentang Petunjuk Penyelesaian Kerugian Daerah 
(Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 23) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal88 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Jepara. 

Ditetapkan di Jepara. 
pad a tanggal 1 1 Desember 201 8 

Diundangkan di Jepara 
Pada tanggal 1 1  Desember 2 0 1 &  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

/ S JO LI H  
SERITA DA� KASUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR . .  S 5 · .  



Nomor 
Lampiran 
Hal 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA 

NOMOR 55 Tahun 201€  
TANGGAL: 1 1  Desember 2018 

NAMA UNIT ORGANISASI!' SATUAN KERJA 

Tanggal . . . . . . . . . . .  . . . . . . • . . . • . . .  

:  Pemberitahuan terjadinya 
kekurangan uang/barang 

Kepada : 
Yth. BPK RI Perwakilan Jawa Tengah 
di 
Semarang 

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang 
/barang yang dilakukan oleh BendaharaPenerimaan/ Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Barang *) a.n. NIP. 
.. . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah 
terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar 
Rp ( dengan buruf ) .  

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, 
tindakan yang telah kami ambi! adalah : 
1 . 
2 . 

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan 
uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan: 
a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang; 
b. Register Penutupan Kas; 
c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban; 
d .  Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan; 
e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus). 

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara 
yang bersangkutan. Kami ucapkan terirna kasih atas perhatiannya. 

Atasan Langsung 

. . . . . . .. . . . .  · • · · · · · · · · · · · · · • · · · · •  

NIP . 
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR : 55 Taun 2016 
TANGGAL: 1 1  De9ember 20 1%  

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAW AB MUTLAK 
(SKTJM) 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama . 
NIP . 
Pangkat/ Golongan : . 
Tern pat/ Tgl. Lanir: .  
Alamat . 
No. & Tgl. SK Pengangkatan Sebagai Benda hara:  .  

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya 
bertanggungjawab atas kerugian Negara scbesar R p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(  dengan huruf ), yakni kerugian yang disebabkan: 

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke 
Kas Negara/Daerah ) di dalam jangka waktu 40 (empat 
puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM in i .  

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta. 
bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai 
berikut: 
1 . 

2. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
3. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya 
menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh 
jumlah kerugien tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang 
jaminan tersebut. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mengetahui : 

Kepala . . . . . .  (Perangkat Daerah) 

Saksi - Saksi:  
1. · · · · ·  .  

2. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • ,O • • · · · ·  

meterai cukup 

(Nama Bendahara) 


